ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN DATA
DAN DOKUMEN PRIBADI NASABAH OLEH PERUSAHAAN
PINJAMAN ONLINE
(Studi Kasus Pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)

Oleh
Haykal Ahmadi Kautsar

Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai sektor menyebabkan
mudahnya masyarakat dalam mengakses suatu layanan di berbagai macam
sektor, salah satunya pinjaman dana keuangan atau yang lebih dikenal
dengan nama financial technology disingkat dengan sebutan fintech, adalah
inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktiknya
pesatnya perkembangan fintech banyak memberikan manfaat bagi
perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya.
Pemberian pinjaman dana dalam fintech lending mampu didapatkan dengan
syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat
dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat. Dalam
praktiknya terdapat perusahaan pinjaman online yang melaukan tindak
pidana penyebaran data dan dokumen pribadi terhadap nasabah yang telat
membayar kewajibannya. Permasalahan penelitian ini : (1). Bagaimana
penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran dokumen dan data
pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan pinjaman online (2). Apakah
faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap
penyebaran dokumen dan data pribadi terhadap nasabah oleh perusahaan
pinjaman online

Penelitian ini menggunakan pendekaran yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Penyelidik Kepolisian Daerah Lampung Sub-
dikrimsus Cyber Crime, Pegawai Otoritas Keuangan Provinsi Lampung, dan
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data
dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara
kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap
pelaku tindak pidana penyebaran data dan dokumen pribadi nasabah masih
kurang optimal, seperti dalam tahap formulasi bahwa peraturan perundang-
undagan harus memberikan efek jera terhadap pelaku, karena undang-undang
yang berlaku saat ini adalah Undang-undng ITE, padahal harus ada Undang-
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undang tentang perlindungan data pribadi agar lebih jelasnya penegakan
hukumnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan kasus
ini sering berulang serta hanya ditunjang POJK NO.77/POJK.01/2016.
selanjutnya dalam tahap aplikasi ini sebetulnya kepolisian belum bersikap
responsif dalam hal mengungkapkan kasus-kasus penyebaran data dan
dokumen pribadi oleh pinjaman online, terkait faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum pidana terdapat dua faktor dominan yang mempengaruhi
pengegakan hukum pidana, yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat

Adapun saran dari penelitian ini adalah segera dibentuknya RUU
Perlindungan Data Pribadi, sehingga ada aturan yang jelas terkait tindak
pidana penyebaran data dan dokumen pirbadi, perlunya pemberian edukasi
ke masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan tentang perlindungan data
pribadi sehingga masyarakat memahami pentingnya menjaga dan melindungi
data pribadi, serta melakukan penelitian dulu sebelum menggunakan fasilitas
pinjaman online.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penyebaran Data dan
Dokumen Pribadi, Pinjaman Online
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